
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.793, 2018 KEMEN-LHK. Pelayanan Informasi Publik. 

Pencabutan. 

 

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR P.18/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018 

TENTANG 

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN 

LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa pelayanan Informasi Publik di lingkungan 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mengacu 

pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 06 

Tahun 2011 tentang Pelayanan Informasi Pelayanan 

Publik dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 

P.07/MENHUT-II/2011 tentang Pelayanan Informasi 

Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan; 

b. bahwa untuk meningkatkan tata kelola pelayanan 

Informasi Publik di lingkungan Kementerian Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan, perlu sinkronisasi kedua Peraturan 

Menteri sebagaimana dimaksud dalam huruf a; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang 

Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi 

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3419); 

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia   Nomor 4412); 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor  58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5038); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5059); 

7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

152, Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia 

Nomor 5071); 
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8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi 

Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5214); 

9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang 

Keantariksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2013 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5435); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5599); 

12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang 

Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4452); 

14. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

17); 
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16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.02/MENHUT-

II/2010 tentang Sistem Informasi Kehutanan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 3); 

17. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang 

Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 272); 

18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18); 

19. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang 

Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 429); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN 

KEHUTANAN TENTANG PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI 

LINGKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN 

KEHUTANAN. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1.  Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan 

tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik 

data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, 

didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai 

kemasan dan format sesuai dengan perkembangan 

teknologi Informasi dan komunikasi secara elektronik 

ataupun media cetak. 

2.  Data adalah keterangan objektif tentang suatu fakta yang 

mempresentasikan keadaan yang sebenarnya yang 

didapat dari pengukuran, pencatatan, dan/atau 

pencacahan langsung serta pencitraan terhadap suatu 

unsur keruangan yang berada di bawah, pada, atau di 
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atas permukaan bumi. 

3.  Informasi Publik adalah Informasi yang dihasilkan, 

disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu 

badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan 

penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan 

penyelenggaraan badan Publik lainnya, serta Informasi 

lain yang berkaitan dengan kepentingan Publik. 

4.  Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut 

paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan 

yang diselenggarakan secara terpadu. 

5.  Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua 

benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk 

manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu 

sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan 

manusia serta makhluk hidup lain. 

6.  Pembina adalah atasan langsung Pejabat Pengelola 

Informasi dan Dokumentasi Utama. 

7.  Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang 

selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang 

bertanggung jawab di bidang penyimpanan, 

pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan 

Informasi di Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan dan bertanggung jawab langsung kepada 

Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan selaku atasan PPID. 

8.  Penanggung Jawab Pelayanan Informasi Publik yang 

selanjutnya disebut Penanggung Jawab adalah pejabat 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan selaku 

atasan PPID yang bertugas dan bertanggung jawab dalam 

menjalankan Peraturan Menteri ini. 

9.  Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, 

badan hukum, atau badan Publik. 

10. Pengguna Informasi Publik adalah Orang yang 

menggunakan Informasi Publik sebagaimana diatur 

dalam Peraturan Menteri ini. 

11. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau 

badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan 

www.peraturan.go.id


